BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak
dan kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.'

Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum
antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan suami
istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata
di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau
dilaksanakan tanda I’tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu
sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu
ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 21:
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Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang
kuat?

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan seperti yang
disinggung di atas, nampak jelas bahwa Undang-Undang perkawinan atau
Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 di atas menganut asas monogami, dalam arti
seorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita sebagai istrinya. Bentuk
pernikahan tersebut merupakan ajaran Islam yang telah ditetapkan dan menjadi
keharusan bagi pemeluknya. Lain halnya dengan “Poligami” dimana seorang
pria dengan beristrikan dua orang bahkan lebih dalam waktu yang sama. Bentuk
pernikahan ini eksistensinya sudah ada dalam tradisi masyarakat sebelum
diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Poligami bukanlah suatu keharusan bagi agama Islam, sebaliknya juga
bukan merupakan suatu larangan, tetapi Islam memberikan peluang untuk
kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para
pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan
seks semata. Poligami adalah rahmat Allah disediakan untuk manusia yang telah
disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka
yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan

baik yang pertama maupun yang selanjutnya.

’Depag. RI, Al-Qur’an dan T erjemahan



Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus
poliandri. Alih-alih itu Islam membatasinya sampai empat orang istri, lagi pula
agama Islam menetapkan syarat dan batasannya dan tidak mengizinkan setiap
orang mempunyai beberapa istri.®

Syarat poligami yang sungguh berat, serta kemampuan diri pribadi
haruslah menjadi bahan pertimbangan di atas, bahwa poligami tidak dianjurkan
tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku terhadap istri-istrinya. Bila
seseorang tidak berlaku adil, maka ia tidak berhak untuk menggunakan izin
bersyarat ini.

Dalam surat An-Nisa’ ayat 3:
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Artinya: “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak vang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Siti Aisyah, ibu orang-orang beriman, telah meriwayatkan sabda

Rasulullah SAW:

3 Murtadha Muthahari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, (....) 209
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Adalah Rasulullah SAW selalu membagikan berbagai hal dan berbuat
denganadil (kepada semua istrinya), dan berdo’a: “ Wahai Allah, inilah
pembagian yang dapat aku usahakan, maka janganlah tuntut aku atas hal yang
berada dalam kuasa-Mu, dan aku berkuasa atasnya’. (Hadits riwayat Abu Daud,
Turmidzi dan Nasai).

Pengadilan Agama selaku lembaga yang berkompetensi, dapat
memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang No. | Tahun 1974).

Indonesia mengatur poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
pasal 4 dan 2 PP NO. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a) dan kompilasi hukum Islam
pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatife
maupun syarat kumulatif. Karena hal tersebut merupakan beban yang berat
untuk kemampuan pribadi yang kompeten dalam poligami.

Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan izin poligami pada PA di wilayah tempat tinggalnya dengan
memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan.
Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan ini

berbunyi sebagai berikut:



1.) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2.) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih seorang apabila:

a.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri.
b.)Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c.)Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.®
Dengan tiga alasan tersebut cukup untuk dapat diizinkannya poligami,
maka harus memenuhi syarat kumulatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 pasal 5 ayat 1, PP No. 9 Tahun 1975 No. 41 (b,c,a) dan kompilasi hukum

Islam pasal 58 ayat | sebagai berikut:

a.) Adanya persetujuan dari istri-istri.

b.) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri

dan anak-anak mereka.

c.) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka.’
Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat

dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama, maka yang menjadi

8 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, 6
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perhatian penulis ialah tentang pemberian izin poligami yang pada dasarnya
alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai
dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami
sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang dan KHI tersebut di atas.
Oleh karena itu , untuk menghindarkan timbulnya akibat negative bagi
Pemohon dan rumah-tangganya serta bagi calon isteri Pemohon , Majelis
Hakim memandang perlu memberikan penafsiran secara extensive  atas
alasan dibolehkannya poligami karena tidak bisa melaksanakan kewajiban
sebagai seorang istri secara maksimal yang mana suami tidak akan pernah
merasakan puas dalam terpenuhinya kebutuhan biologis hanya satu istri saja.
Dengan demikian peneliti akan membahas mengenai bagaimana Dasar
Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan izin Poligami di
Pengadilan Agama Surabaya, Juga bagaimana analisis Hukum Islam terhadap
kasus putusanNomor: 4475/Pdt G/2010/PA Sby Izin Poligami dipengadilan
Agama Surabaya, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara

tersebut.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasihkan masalah

sebagai berikut:



1. Keputusan Pengadilan terhadap pemberian izin poligami karena istri tidak
dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal.

2. Mengenai upaya Hakim dalam menyelesaikan kasus poligami yang
bertentangan dengan UU dan KHI.

3. Pertimbangan Majelis Hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara Izin
Poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah
yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut
ini:

1. Tentang Prosedur Poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Tentang dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan izin
poligami.

3. Analisis pandangan Hakim mengenai izin Poligami pada putusan No.

4475/Pdt.G/2010/PA.Sby.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas,
kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:
1. Bagaimana dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan
izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya mengenaiTermohon tidak bisa

melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal?



2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadllan Agama Surabaya dalam
putusan Nomor. 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang Termohon tidak bisa

melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal.

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak
adanyapengulangan materi secara mutlak.
Seperti beberapa sekripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan
skripsi diantaranya:

1. Saudara Hendrik Suprianto yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap
Alasan-alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Putusan
Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007) dari judul tersebut penulis
menyimpulkan bahwa karena alasan isteri sering merasa kelelahan atau
capek dan sering menolak ketika diajak kumpul oleh suaminya maka daripada
itu Hakim menganggap bahwa dapat dikategorikan isteri tersebut tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebaga isteri serta Hakim

mempertimbangkan aspek manfaat dan madaratnya.®

*Hendrik Suprianto yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Izin
Poligami. Thn. 2009



2. Skripsi saudari Fithrohtun Nazilah yang memakai judul Analisis Hukum
Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoagjo No. 150/Pdt.
G/2008/PA. Sda Tentang permohonan Izin Poligami. Yang mana dalam
penelitiannya difokuskan pada pembuktian kekurang mampuan istri melayani
suami dan untuk mengetahui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama
Sidoarjo No. 150/Pdt. G/2008/PA. Sda.®

3. Skripsi saudara Arjuna Ari Nugroho Skripsi ini adalah hasil penelitian
kualitatif yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Alat Bukti Keterangan
Ahli Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang Permohonan Izin Poligami (Pembuktian
Kurang Terpenuhinya Kebutuhan Biologis Suami)”. Penelitian ini
bertujuan  untuk menjelaskan dan  menjawab tentang pertimbangan
dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan
perkara permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti
keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.’

Sementara itu dalam skripsi INo. 4475/Pdi. G/2010/PA.Sby ini
pembahasannya lebih difokuskan pada Bagaimana Dasar Hukum yang

digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan Izin Poligami Termohon tidak

®Fithrohtun Nazilah judul Analisis Hukum Islam Terhadap  Putusan Pengadilan Agama
Sidoarjo No. 150/Pdt. G/2008/PA. Thn. 2009

%saudara Arjuna Ari Nugroho yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Alat  Bukti
Keterangan Ahli Dalam Putusan Pengadilan Agam Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.
Tentang Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kurang Terpenuhinya Kebutuhan Biologis Suami)”.
Thn. 2011
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bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal dan
Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam
putusan Nomor. 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang Termohon tidak bisa
melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal. Untuk masalah
yang dibahas dalam sekripsi ini berbeda dengan pembahasan pada skripsi

sebelumnya.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian perlu

mengetahui satu persatu dari rumusan masalah diatas diantaranya sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam
memutuskan izin Poligami di  Pengadilan Agama Surabaya
mengenaiTermohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri
secara maksimal?

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan
Agama Surabaya dalam putusan Nomor. 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang
Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara

maksimal ?
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3. Untuk mengetahui putusan Nomor: 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby mengenai
termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara

maksimal di Pengadilan Agama Surabaya?

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini
dapat memberi manfaat dan kegunakan sebagai berikut:
1. SecaraTeoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang
Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam lingkungan Akademis serta
dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya
khususnya yang berhubungan dengan poligami.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas,
LSM juga sebagai bahan untuk pembinaan masyarakat tentang ketentuan
poligami dalam Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia dan mengetahui

tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan tersebut.

G. Definisi operasional
Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami
judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan

terhadap judul. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor:
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4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Sebagai berikut:

Analisis

Hukum Islam

Putusan

Izin Poligami

Pengadilan Agama

Suatu usaha untuk mengkaji secara mendalam
terhadap obyek yang akan diteliti terhadap putusan
No. 4475/Pdt.G/2010/PA.Shy. Izin DPoligami di
Pengadilan Agama Surabaya.'’

Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan
dengan Pasal 1Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama No.
4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. tentang izin poligami.
Pernyataan mengabulkan (Tidak melarang)
Persetujuan membolehkan''. Persetujuan Tersebut
adalah putusan Hakim dalam melakukan perkawinan
seorang laki-laki dengan lebih dari seorang
perempuan.

:Sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan

RI yang mengaturnya di bawah lingkup Departemen

5CT Simorangkir, dkk, Kamus hukum, 8

" 1bid,

2jcT Simorangkir, (et, all), Kamus hukum, 131.
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Agama dan Bertugas di bawah kekuasaan

kehakiman.'

H. Metode penelitian
1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Poligami menurut putusan Hakim No. 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. tentang
izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya (Termohon tidak bisa
melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal ).

b.) Poligami menurut kompilasi Hukum Islam.

¢.) Ketentuan perundangan yang berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2. Sumber Data
Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan
adalah:

a. Sumber data Primer
- Salinan Putusan
~ Para Hakim di Pengadilan Agama Surabaya
- Para Panitera di Pengadilan Agama Surabaya

b. Sumber data Sekunder

Dokumen-dokumen (berkas-berkas) serta buku-buku, sebagai berikut:

"“Hasan Basri, Peradilan Agama, 03
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- Figh munakahat, oleh H. Abdur Rahman Ghazaly.

- Hukum Perkawinan Nasional, oleh Sudarsono.

- Islam Menggugat Poligami Oleh Siti Musdah Mulia.

- Poligami Persepektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut
Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Oleh
Titik Triwulan Tutik dan Trianto.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan
dengan masalah permohonan izin poligami (Termohon tidak bisa
melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal)
b. Wawancara dengan Hakim
Yaitu mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung
kepada responden yaitu Ketua Majelis Hakim, Anggota Majelis Hakim
dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Surabaya.
c. Telaah Pustaka
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis
menggunakan metode deskriptif analisis kemudian disimpulkan dengan
menggunakan logika deduktif.
Metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perkara

permohonan izin poligami (Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban
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sebagai seorang istri secara maksimal) di Pengadilan Agama Surabaya
yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir deduktif, metode ini
dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik:

a. Metode deskriptif; yaitu suatu cara menggunakan data yang diperoleh
penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang
membuat masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta beberapa pendapat.

b. Pola Pikir deduktif; yaitu metode penganalisisan data yang dimulai dari
teori yang bersifat umum, yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah
dan pendapat-pendapat para ulama’ yang diterangkan dalam kitab figh
munakahat yang berkaitan dengan masalah perkawinan, selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yang bekaitan dengan
masalahTermohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang

18ir1 Secara maksimail.

I. Sistematika pembahasan
Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan
hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan

sebagai berikut:



Bab ke satu

Bab ke dua

Bab ke tiga
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Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar
belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan
Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Merupakan  landasan  teori  yang  berisi  tinjauan
umumHukum Islam dan Hukum Positif tentang tinjauvan
umum poligami yang meliputi: definisi poligami, dasar
Hukum  Poligami menurut  Hukum Islam dan
poligami menurut Hukum Positif.

Merupakan pemaparan hasil penelitian  dalam
Putusantentang permohonan izin poligami yang berisi
kedudukan dan wewenang PengadilanAgama Surabaya,
jugamenerangkan tentang permohonan izin poligami (Istri
tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri
secaia maksiinal) dai dasai hukuin yang digunakan oleh
Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami yang
tidaklah sesuai dengan alasan dibolehkannya seseorang
untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkan

oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1, PP



Bab ke empat

Bab ke lima
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No. 9 Tahun 1975 No. 41 (b,c,a) dan Kompilasi Hukum
Islam pasal 58 ayat 1.

Merupakan bab analisis terhadap Putusan Pengadilan
Agama Surabaya Nomor: 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang
termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai Istri
secara maksimal.

Merupakan bab penutup vang memuat tentang kesimpulan
P [ [ g

dan saran-saran.



